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Akad tabarru‟ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirbala). Transaksi ini 

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad 

tabarru‟ dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Salah 

satu akad tabarru‟ yang digunakan BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional yaitu 

pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan qardhul hasan adalah harta kepada orang 

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi prinsip tabarru‟ di BMT 

Assafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah. Untuk menjawab pertanyaan ini maka 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). penelitian 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. . Sumber yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data  yang digunakan 

adalah analisis induktif.  

Dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi 

prinsip tabarru‟ dalam di BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah: dalam 

pelaksanaan menggunakan akad qardhul hasan, disini sudah menggunakan 

prinsip tabarru‟ dimana pihak lembaga menolong pihak anggota yang sedang 

membutuhkan dana, namun pihak anggota belum ada timbal balik untuk 

mengembalikan uang yang dipinjamkan secara tepat waktu. Pihak BMT 

membebankan jaminan kepada anggota yang melakukan pembiayaan dan juga 

pemberian dana tersebut belum tersalurkan secara maksimal, dikarenakan 

pembiayaan tersebut juga disalurkan kepada anggota yang mampu atau karyawan. 
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MOTTO  

 
 

 

...                           

         

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

(Q.S. Al-Maidah: 2)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2005),     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Agama Islam merupakan agama penyempurna agama-agama 

sebelumnya, agama yang membahas berbagai aspek baik aqidah, akhlak dan 

syariah (hukum), artinya agama Islam mengatur semua sisi sendi kehidupan 

manusia, tak terkecuali aspek ekonomi atau perbankan. Masalah ekonomi atau 

perbankan ini termasuk pada kajian muamalah yang mana hukum asal segala 

sesuatunya adalah boleh, boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan 

larangan untuk tidak melakukannya lagi. Islam menempatkan manusia (pelaku 

ekonomi) sebagai khalifah dimuka bumi. Bumi dan seisinya menjadi amanah 

yang harus dijaga manusia untuk memenuhi kebutuhan individu dan untuk 

kebutuhan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Allah memberikan 

petunjuk melalui para Rosulnya-Nya, yaitu nabi Muhammad SAW sebagai 

rosul terakhir yang membawa syariah Islam bagi umatnya.
2
  

Satu dekade terakhir ini bisnis lembaga keuangan konvensional di 

Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran lembaga keuangan syariah. Hal ini 

dikarenakan pada lembaga keuangan konvensional mekanisnya dianggap tidak 

sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pertimbangan praktis pelanggarannya 

adalah karena system berbasis bunga dipandang mengandung beberapa 

kelemaan, seperti di anatranya melanggar nilai keadilan dan kewajaran bisnis.  

                                                             
2
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001). 3 
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Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi 

manusia (muamalat) hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. 

Sedangkan operasional secara rinci, diserahkan kepada umat manusia sesuai 

kebutuhan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalat dapat 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, 

tujuan hokum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

kemudaratan. Sesuai dengan kaidah Islam bahwa menerapkan suatu kaidah 

harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan 

dengan Al-Qur‟an dan Hadits. 
3
 

Salah satu norma yang mengikat kehidupan masyarakat adalah 

kesadaran tentang adanya kebutuhan sekaligus kewajiban saling tolong 

menolong di antara mereka. Tolong menolong dalam mencapai tujuan dan 

hajat kehidupan maupun tolong menolong dalam menolak dan mengatasi 

berbagai ancaman keburukan yang terjadi. Norma sosial yang berupa 

kewajiban tolong menolong di antara angota masyarakat ini pasti ada dan 

merata pada setiap kelompok masyarakat meskipun mungkin berbeda dalam 

bentuk, cara dan sarannya. 

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika 

menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia. 

Baitul Maal Wa Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori 

pertama kalinya oleh BMT Bina Insani Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata 

                                                             
3
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah  (Yogyakarta: UU AMP YPKN, 2005). 7  
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mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para 

pengusaha mikro.
4
  

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berisikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dengan mendorong 

kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, 

infak, shadaqah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. 

Baitul mal wa tamwil (BMT) atau balai lembaga mandiri terpadu, adalah 

lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil , 

menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat 

dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas 

prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan 

berlandaskan system ekonomi yang salaam, keselamatan (berintikan keadilan), 

kedamaian, dan kesejahteraan. 
5
 

Akad tabarru‟ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian 

yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirbala). Transaksi ini 

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad 

tabarru‟ dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk berbuat kebaikan.
6
 

Pada hakikatnya akad tabarru‟ adalah akad yang mengaharapkan balasan dari 

Allah SWT semata , konsekuensi logisnya apabila akad tabarru‟ dilakukan 

                                                             
4
 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, cet. Ke-1 (Sidoarjo: Mashun, 2009). 10 

5
 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2012). 317 
6
 Muhammad Asro, Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011). 82 
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dengan mengambil keuntungan komersil tidak lagi disebut akad tabarru‟.Oleh 

karena itu diperlukan suatu norma agar terjalinnya sebuah interaksi yang 

maslahah, yang membawa manfaat serta dampak bukan saja baik di mata 

manusia tapi bisa diterima oleh agama.  

Akad tabarru‟, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak boleh 

mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad 

tabarru‟ adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak 

yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk 

sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkan untuk dapat 

melakukan akad tabarru‟ tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun 

mengambil laba dari akad tabarru‟ tersebut.
7
 

Pada BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah yang digunakan 

untuk akad tabarru‟ yaitu akad qardhul hasan dimana dana tersebut diperoleh 

dari dana zakat, infak, dan sedekah yang ditawarkan oleh marketing kepada 

anggotanya bahwa ada pengelolaan dana tabarru‟. Pada penyaluran dana 

tabarru‟ hanya digunakan untuk usaha mikro dan ada kriteriya tersendiri, dan 

tidak semua anggota dapat menggunakan akad tersebut. Penyaluran akad 

tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh anggota atau 

mudarib.
8
 

Akad tabarru‟ yang digunakan di BMT adalah akad qardhul hasan, 

dimana akad tabarru‟ bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat 

ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari 

                                                             
7
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011). 66 

8
 Bapak Taufik Ahmad Afandi, Pengelola BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah, 

Wawancara, pada tanggal 15 Juni 2019 



 

 

5 
 

orang yang menerima. Pemberian fasilitas qardhul hasan harus jelas dan tidak 

boleh menyimpang dalam penggunaannya, serta sesuai pula dengan kondisi 

sesungguhnya. Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas, sehingga 

lembaga memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk 

mengembalikan dana yang dipinjamnya. Namun tidak semua anggota atau 

mudarib dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu.
9
  

Pinjaman qardul hasan diberikan kepada mereka yang memerlukan 

pinjaman baik produktif maupun konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan 

yang mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi 

mempunyai prospek bisnis yang sangat baik, ada juga dalam bidang jasa yaitu 

seperti pembayaran sekolah, pengobatan, dan pernikahan.
10

 Pemberian dana 

qordhul hasan yang sifatnya adalah tolong menolong, seharusnya tidak adanya 

jaminan. Namun, jaminan tersebut tetap menjadi syarat dalam pengajuan 

pembiayaan qardhul hasan. Pada saat pencairan dana tabarru‟ anggota yang 

melakukan pembiayaan disarankan untuk memberikan dana tabarru‟ 

seikhlasnya.
11

  

 

 

 

 

                                                             
9
 Bapak Fajrul Mughni, Customer Service BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

Kotagajah, wawancara, pada tanggal 15 Juni 2019 
10

 Ibu Fatimah, pengelola BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah, wawancara, 

pada tanggal15 Juni 2019 
11

 Bapak Sukimin, anggota BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah, wawancara, 

pada tanggal 15 Juni 2019 



 

 

6 
 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Dana Qardhul Hasan 

 

No Tahun 
Realisasi Pembia-

yaan 

Wans-

prestasi 

Total 

Tunggakan 

1. 2017 
Rp1.232.311.000 416 

orang 
45 orang Rp55.186.000 

2. 2018 
Rp938.840.000 418 

orang 
40 orang Rp45.697.000 

3. 
Juni 

2019 

Rp539.720.000 451 

orang 
54 orang Rp52.982.000 

Sumber. BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pembiayaan qardhul 

hasan  pada tahun 2017 anggota yang melakukan wansprestasi 45 orang dan 

semakin meningkat pada tahun 2019. Setelah pencairan dana tabarru‟ 

(qardhul hasan) banyak anggota yang melakukan wanprestasi. Dana tabarru‟ 

digunakan untuk tolong menolong, seharusnya dari pihak lembaga dan anggota 

saling timbal balik. Pada praktiknya pihak lembaga sudah menolong anggota 

terlebih dahulu namun pihak anggota malah tidak dapat mengembalikan 

pinjamannya secara tepat waktu. Sehinga fenomena yang terjadi ini tidak 

saling tolong menolong. Padahal sebelum pencairan harus melakukan 

beberapa tahap dan berbagai persyaratan, hal ini dikarenakan kurang 

efektifnya dalam melakukan monitoring dari pihak lembaga. Namun, dalam 

prinsipnya dana tabarru‟ digunakan untuk tolong menolong dan diberikan 

secara sukarela, dalam masalah ini harus diselesaikan secara hati-hati kerena 

sifat pembiayaan akad tabarru‟ (qardhul hasan) ini bersifat sosial yang 

dananya dari zakat, infak, sedekah dan deperuntukan untuk anggota 

(mudharib) golongan menengah kebawah.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh BMT 

Assyafi‟iyah  dalam melaksanakan akad tabarru‟ (qardhul hasan) dalam 

pengelolaanya, sehingga sesuai dengan prinsip tabarru‟ dalam skripsi yang 

berjudul: “Implementasi Prinsip Tabarru‟ dalam Lembaga Keuangan Syariah 

(Studi Kasus BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah) 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian 

adalah “Bagaimana implementasi prinsip tabarru‟ BMT Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional Kotagajah?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitan ini adalah 

untuk mengetahui implementasi prinsip tabarru‟ di BMT Assafi‟iyah 

Berkah Nasional Kotagajah.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pembaca dan penelitian lain agar dapat menambah 

pemikiran dalam bidang ilmu yang diteliti, khusunya mengenai 

imlementasi prinsip tabarru‟ dalam lembaga keuangan syariah. 
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b. Secara praktis  

Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi BMT 

Asyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah dalam pengambilan keputusan 

dan kebijakan dalam pelayanan memberikan jasa pembiayaan dalam 

prinsip tabarru‟ sehingga dapat memberikan dampak positif bagi 

anggota.  

D. Penelitian Relevan 

Permasalahan yang peneliti angkat, mengenai implementasi akad 

tabarru‟ dalam lembaga keuangan syariah di BMT Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional Kotagajah. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa penelitian 

terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:  

Skripsi Vina Mazwini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul 

“Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru‟ Pada PT Asuransi Tbk Unit 

Syariah”.
12

 Dari hasil penelitian ini untuk dana tabarru‟ dikelola langsung 

oleh pusat, tetapi untuk melakukan investasi sebagian dilakukan diperusahaan 

sendiri sesuai prinsip syariah, untuk pelaksanaan pemberian dana tabarru‟ 

diberikan kepada nasabah, yang mana perusahaan sebagai pengelola dana dan 

perelesasian klaim.  

Skripsi Mifta Khatul Khoir, Institut Agama Islam Negeri Metro, yang 

berjudul ”Optimalisasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Melalui Baitul Maal 

                                                             
12

 Vina Mazwini, Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru‟ pada PT Asuransi 

Ramayana Tbk Unit Syariah, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), diunduh 7 Juni 

2019 
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Wat Tamwil (studi kasus BMT Husnayala Banjarsari, Metro Utara)”.
13

 Dari 

hasil penelitian ini dana qardhul hasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

bersama secara efektifdan efesien untuk kemaslahatan umat, sehingga 

kesejahteraan masyarakat akan tercapai.  

Skripsi Siti Nur Khasanah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 

yang berjudul “Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSN-

MUI/III/2006 Tentang Akad tabarru‟ Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi 

Syariah Dalam Praktik Pengelolaan Dana Tabarru‟ di PT Sun Life Financial 

Syariah Cabang Kartasura”.
14

 Dalam penelitian ini perusahaan akan 

menginvestasikan dana tabarru‟ yang telah terkumpul ke lembaga lain yang 

berbasis syariah. Untuk menganggulangi terjadinya perusahaan mengalami 

pailit, maka perusahaan asuransi melimpahkan pertanggungannya ke 

reasuransi syariah. Dari ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad 

tabarru‟, pengelolaan,surplus underwriting, deficit underwriting. Menurut 

pengamatan peneliti dengan mengguanakn fakwa yang telah ditentukan oleh 

Dewan Syariah Nasional yaitu Fatwa No. 53/DSN/-MUI/III/2006 telah sesuai 

dengan konsep-konsep yang ada dalam fatwa ini, penelitian tersebut menitik 

beratkan pada pengelolaan dana tabarru‟. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki kajian 

                                                             
13

 Mifta Khatul Khoir, Optimalisasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Melalui Baitul 

Maal Wat Tamwil (studi kasus BMT Husnayala Banjarsari, Metro Utara), Skripsi (IAIN Metro, 

2017) 
14

 Siti Nur Hasanah, Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSN-

MUI/III/2006 Tentang Akad tabarru‟ Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Dalam 

Praktik Pengelolaan Dana Tabarru‟ di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Skripsi 

(IAIN Surakarta, 2018), diunduh tanggal 04 April 2019. 
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yang sama di bagian teori tabarru‟. Akan tetapi di sini penliti  menitikberatkan 

pada bagaimana Implementasi Akad tabbaru Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah di BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasioanal Kotagajah. Dengan demikian 

penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah 

diteliti sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
 

A. Tabarru’ 

1. Pengertian Akad Tabarru’ 

Tabarru‟ berasal dari kata tabbarr‟a yatabarra‟u-tabrru‟an, 

artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang 

memberikan sumbangan disebut mutabarri‟ „dermawan‟. Tabarru‟ 

merupakan pemberian seseorang sukarela kepada orang lain, tanpa ganti 

rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari 

pemberi kepada orang yang diberi.
15

 

Akad tabarru‟ (gratuitous contract) adalah segala macam 

perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirbala). 

Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari 

keuntungan komersil. Akad tabarru‟ dilakukan dengan tujuan tolong-

menolong untuk berbuat kebaikan tabarru‟ berasal dari kata “birr” dalam 

bahasa arab artinya kebaikan. Dalam akad tabarru‟, pihak yang berbuat 

kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada 

pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru‟ adalah dari Allah SWT., bukan 

dari manusia. Namun, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh 

                                                             
15

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema 

Insani,2004). 35 
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meminta kepada counter-partnya untuk sekedar menutupi biaya (cover the 

cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru‟tersebut.
16

 

Akad tabarru‟ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan 

tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial. Dalam akad tabarru‟ “hibah”, peserta memberikan hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.
17

 

Akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan 

untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan 

bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad tabarru‟ tidak dapat 

diubah menjadi jenis akad tijarah.
18

 Akad hibah merupakan salah satu akad 

penting dalam praktik kontemporer pada lembaga keungan syariah. 

Tabarru‟ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, 

tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu 

dari pemberi kepada orang yang diberi.
19

 Walaupun demikian, ia tidak 

boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru‟ itu.  

Jadi, akad tabarru‟ adalah akad transaksi bisnis bukan untuk 

mencari keuntungan komersil, akad ini adalah pemberian sukarela kepada 

orang lain yang digunakan untuk tolong menolong, sehingga 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan  harta tanpa mengharapkan 

                                                             
16

 Muhammad Asro, Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011). 82 
17

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah., 37 
18

 Darsono. Ali Sakti, Ascarya. dkk, Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017). 331  
19

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah., 35 
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adanya keuntungan atau imbalan, kegiatan tersebut semata-mata hanya 

untuk Allah SWT.  Contoh akad-akad tabbaaru‟ qard, rahn, hiwalah, 

wakalah, kafalah, wadi‟ah, hibah, waqh, shadaqah, dan  hadiah. 

Dengan demikian, terdapat tiga bentuk umum akad tabarru‟ yakni:  

a. Meminjamkan uang (lending) 

b. Meminjamkan jasa (lending yourself) 

c. Memberikan sesuatu (giving something)
20

 

Akad meminjamkan uang terdiri dari tiga jenis, yakni sebagai 

berikut:  

a. Meminjamkan uang (lending) 

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa lagi macam jenisnya, 

setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini 

diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman 

tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk pinjaman uang 

seperti ini disebut qard.
21

 Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang 

ini sipemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau 

jumlah terterntu, bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut rahn. 

Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang yang tujuannya 

untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, disebut hiwalah. 

b. Meminjamkan Jasa Kita (lending yourself) 

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga 

terbagi dalam 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa 

                                                             
20

 Adiwarna A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). 68 
21

 Muhammad Asro, Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan., 84 
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keahlian/ keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan 

sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disbut wakalah, karena kita 

melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, 

sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. 

Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya yakni bila 

kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas 

menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk pinjaman 

jasa seperti ini disebut wadi‟ah. 

Ada variasi lain dari akad wakalah, yakni contigent wakalah 

(wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan 

jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi 

kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Wakalah bersyarat ini dalam 

terminologo fiqih disebut sebagai akad kafalah. 

c. Memberikan sesuatu (Giving Something)  

Termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai 

berikut: hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Daam semua 

akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. 

Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan agama, akadnya 

dinamakan waqaf. Objek waqaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu 

dinyatakan asset waqaf. Sedangkan hibah, dan hadiah adalah pemberian 

suatu sukarela kepada orang lain.
 22

  

                                                             
22

 Adiwarna A. Karim, Bank Islam., 68-69 
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Jadi, Begitu akad tabarru‟ sudah disepakati, maka akad tersebut 

tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil), kecuali 

ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam 

akad tijarah tersebut. Namun, sebaliknya jika akad tijarah sudah 

disepakati maka boleh diubah menjadi akad tabarru‟ jika pihak yang 

bersangkutan sama-sama rela.  

2. Pengertian Akad 

Lafal akad berasal dari lafal Arab al-„aqad yang berarti perikatan, 

perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. secara terminologi fiqih, akad 

didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh pada objek perikatan.
23

 Kata akad berasal dari Bahasa Arab 

yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Maka makna kata berkaitan 

juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang 

sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan kokoh antara dua 

pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban. Dalam 

hukum persepektif Barat disebut hukum perikatan (verbintenis/iltizam), 

bukan perjanjian (overeenkoms/akad). Definisi akad adalah pertemuan ijab 

dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
24

 

                                                             
23

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General)., 38 
24

 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2016). 3 
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Akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan 

adanya ijab dan qabul yang bertujuan mencapai kesepakatan untuk 

melahirkan akibat hukum baru. 

3. Landasan Hukum Akad Tabarru’ 

a. Al-Qur‟an  

...                     

              

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)
25

 

 

b. Hadits  

طَّابِ أَصَابَ أرَْضًا  هُمَا أنَْ عُمَرَ بْنَ الَْْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
بِِيَْبَ رَ فأَتََى النَّبَِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرهُُ فِيهَا فَ قَالَ ياَ رَسُولَ 
اللَّوِ إِنِّي أَصَبْتُ أرَْضًا بِِيَْبَ رَ لََْ أُصِبْ مَالًً قَطُّ أنَْ فَسَ عِنْدِي مِنْوُ فَمَا 

قَ بِِاَ تأَْمُرُ بِوِ قاَلَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ  قْتَ بِِاَ قاَلَ فَ تَصَدَّ تَصَدَّ
قَ بِِاَ فِ الْفُقَراَءِ وَفِِ  عُمَرُ أنََّوُ لًَ يُ بَاعُ وَلًَ يوُىَبُ وَلًَ يوُرَثُ وَتَصَدَّ
بِيلِ وَالضَّيْفِ لًَ جُنَاحَ عَلَى  الْقُرْبََ وَفِ الريقاَبِ وَفِ سَبِيلِ اللَّوِ وَابْنِ السَّ

ثْتُ  مَنْ وَليَِ هَا أنَْ  رَ مُتَمَويلٍ قاَلَ فَحَدَّ هَا باِلْمَعْرُوفِ وَيطُْعِمَ غَي ْ يأَْكُلَ مِن ْ
رَ مُتَأثَيلٍ مَالًً   بِوِ ابْنَ سِيريِنَ فَ قَالَ غَي ْ

 

Artinya: dari Ibnu „Umar radliallahu „anhuma bahwa „Umar 

bin Al Khaththab radliallahu „anhu mendapat bagian lahan di Khaibar  

                                                             
25

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 85 
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lalu dia menemui Nabi shallallahu „alaihi wasallam untuk meminta 

pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: “Wahai 

Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak 

pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa 

yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?” Maka Beliau 

berkata: “Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu 

kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya”. Ibnu „Umar 

radliallahu „anhu berkata: “Maka „Umar menshadaqahkannya 

dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan 

namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk 

membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu 

tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan 

darinya dengan cara yang ma‟ruf (benar) dan untuk memberi makan 

orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 

“Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia 

berkata: “ghoiru muta‟atstsal maalan artinya tidak mengambil harta 

anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya (Bukhari dan 

Muslim) 

 

4. Fungsi Akad Tabarru’ 

Akad tabarru‟ ini adalah akad-akad yang mencari keuntungan 

akhirat, karena itu bukan akad  bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan 

untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan 

yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-

akad tabarru‟ unuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah 

mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni 

akad tijarah. Namun demikian bukan berarti akad  tabarru‟ sama sekali 

tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada 

kenyataannya, pengguanaan akad tabarru‟ sering sangat vital dalam 

transaksi komersil, karena akad  tabarru‟ ini dapat digunakan untuk 

menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. 
26
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Fungsi akad tabarru‟ adalah untuk menolong, akad ini tidak dapat 

digunakan untuk tujuan-tujuan komersil atau untuk mencari keuntungan. 

Karena keuntungan yang didapat dari akad tersebut hanyalah dari Allah 

SWT. 

B. Qardhul Hasan 

1. Pengertian Qardhul Hasan 

Qardh atau Iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara 

terminologi muamalah (ta‟rif) adalah memiliki sesuatu yang harus 

dikembalikan dengan pengganti yang sama.
27 

Al-qardh adalah harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature 

fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathaqqui atau akad saling 

membantu dan bukan transaksi komersial.
28

 Qard adalah suatu pemberian 

atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan tanpa 

mengharapkan imbalan. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak 

tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-abarang fungible (yaitu 

barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan 

jumlahnya).
29

  

Pada dasarnya qardhul hasan merupakan pinjaman sosial yang 

diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali 

pengembalikan modal aslinya. Namun sejalan dengan perkembangan 

                                                             
27

 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisi Fiqh & Keuangan (Yogyakarta: 

UUP STIM YKPN, 2014). 331 
28

 Muhammad Safi‟I Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001). 131 
29

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). 46 
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dunia ekonomi keungan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin 

dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan 

feasibility proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan 

biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindarkan. Wanprestasi 

diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak 

menempatkan kewajibannya terhadap banak dalam suatu perjanjian. 

Dalam hukum Islam, seseorang  diwajibkan untuk menghormati dan 

mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. 
30

  

Apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali 

setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut 

wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang 

kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi:  

a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase 

b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang 

mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
31

 

       Biaya administrasi tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, 

agar menghindari riba. 
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2. Dasar Hukum Qardhul Hasan 

a. Al- Qur‟an 

                         

                    

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. 

Al-Baqarah: 245)
32

 

 

                                

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, maka Allah akan mengemblikan berlipat ganda untuknya, 

dan baginya pahala yang mulia”. (QS. Al-Hadid: 11)
33

 

b. Hadist 

النَّبَِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أنََّ 
يُ قْرِضُ مُسْلِمًا قَ رْضًا مَرَّتَ يِْْ إِلًَّ كَانَ كَصَدَقتَِهَا مَرَّةً قاَلَ كَذَلِكَ أنَْ بَأَنِّ 

 ابْنُ مَسْعُودٍ 
Artinya: “Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim 

memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti 

sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di 

beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku."
34
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3. Rukun  Qardhul Hasan 

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus ada rukun, meskipun 

mereka berbeda pedapat tentang rukun akad. Rukun akad al-qardh anatar 

lain: 

a. Muqridh (da‟in) yaitu pihak yang memberikan pinjaman harta atau 

yang memiliki piutang (hak tagih) 

b. Muqtridh (madin), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau 

yang memiliki utang (wajib bayar). 

c. Al-qardh (al-ma‟qud‟alaih), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib 

dikembalikan kepada pemilik. 

d. Shighat al-„aqd, yaitu pernyataan ijab dan qabul.
35

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun qardhul hasan 

yaitu kedua belah pihak yang berakad, harta, dan shighat atau ijab dan qabul.  

4. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Qardhul Hasan 

Wahbah al-Zuhaili dalam Imam Mustofa menjelaskan bahwa 

secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad 

qardh, yaitu:  

a. Akad qard delakukan dengan sighat ijab dan Kabul atau bentuk lain 

yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/ 

saling memberikan dan saling mengerti) 

b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, 

baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai 

akad tabarru‟ (berderma/ sosial), maka akad qard yang dilakukan 

anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka 

hukumnya tidak sah. 

c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta 

yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilianya (mitsil), 

sementara menurut jumhut ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard 

dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadika tenggungan. 

d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas 

agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari 

perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qard.
 36
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Al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa juga 

menjelaskam dua syarat lain dalam akad qard. Pertama, qard tidak boleh 

mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. 

Kedua, akad qard tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli 

dan lainnya.
37

 

Pada prakteknya qardhul hasan dapat diterapkan oleh BMT dalam 

beberapa kondisi:  

a. Sebagai produk pelengkap 

BMT membuka produl al qard, karena terbatasnya dana sosial 

yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam 

keadaan ini, produl al qard yang diterapkan jika keadaan sangat 

mendesak.  

b. Sebagai fasilitas pembiayaan 

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah 

atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga 

tidak mungkin menggunakan ada komersial.  

c. Pengembangan produk baitul maal 

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya 

pengembangan Baitul maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini 
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sekaluigus dalan rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial 

BMT.
38

 

5. Sumber Dana Qardhul Hasan 

Sumber dana dapat dibedakan menjadi:  

a. Dana komersial atau modalDana ini diperutukkan untuk membiayai 

kebutuhan nasabah tau anggota yang sangat mendesak dan berjangka 

pendek, sementara dana zakat tidak sedia. 

b. Dana sosial 

Dana ini diperutukkan dalam pengembangan usaha nasabah 

yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaanya harus dipola seemikian 

rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Di sinilah 

dituntut supaya baitul maal ditata secara professional. dana ini dapat 

berasal dari wakaf, infak, sedekah, hibah serta pendapatan yang 

diragukan.
39

.    

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial 

secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana 

sosial juga. Meskipun BMT tidak mengalokasikan sebagian dana 

komersilnya untuk membiayai qard.  

6. Manfaat Qardhul Hasan  

Manfaat Qardhul Hasan antara lain sebagai berikut:  

a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan 

dana talangan jangka pendek. 
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b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk 

mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank 

syariah dalam membantu masyarakat miskin.  

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan 

mendapatkan utang dari bank syariah. 

d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank 

syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin 
40

 

Dari manfaat tersebut nasabah bisa menggunakan akad qardhul 

hasan apabila nasabah tersebut tidak mampu dan mempunyai kebutuhan 

mendesak untuk jangka pendek. Disini akad qardhul hasan menjadi 

pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, dimana akad 

qardhul hasan tidak ada misi komersial.  

C. Lembaga Keuangan Syariah 

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya 

terutama dalam bentuk asset keungan atau tagihan dibandingkan dengan 

asset non-finansial atau asset riil. Lembaga keungan memberikan 

pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam 

surat-surat berharga. Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu 

institusi keuangan yang memiliki bidang usaha dalam pengelolaan 

keungan, dimana dapat melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, 

ataupun keuduanya secara sekaligus baik sebagai penghimpun dana 

maupun penyaluran dana. Lembaga keuangan merupakan suatu sub-sistem 

yang tidak terlepaskan dari system keuangan pada ekonomi modern yang 

bertugas melayani masyaraka dalam memanfaatkan berbagai jasa 
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keuangan.
41

 Jadi, Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang 

bergerak dibidang jasa keuangan. Dimana, yang dilakukan adalah 

menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa.  

Menurut Dahlan Slamat dalam Ascarya, lembaga keuangan adalah 

suatu badan usaha yang kekayaan dalam bentuk asset keuangan (finance 

assets) atau tagihan-tagihan (claim).
42

 

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang 

beroperasi dan berjalan denga prinsio syariah Islam. Prinsip syariah Islam 

ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. 

Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan dengan prinsip 

syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang 

ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional 

yang menggunakan system ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi 

pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan Lembaga Keuangan 

Syariah berert wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga 

tidak hanya agar praktek dalam Lembaga Keuangan Syariah itu bebas riba 

saja tapi juga harus bebas dari unsur-unsur maysir/ judi dan 

Gharar/spekulasi. Proses  agar Lembaga Keuangan Syariah tetap berada 

dalam prinsip-prinsip syariah ketika peroperasional menjadi tanggung 

jawab bersama antara lain pengelola Lembaga Keuangan Syariah dan 

institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses priosedur agar Lembaga 

Keuangan Syariah tetap dalam koridir yang seharusnyadan tidak 

                                                             
41

 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). 4 
42

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah., 3 



 

 

26 
 

melakukan hilah/trik hanya sekedar kemuflase berkedok syariah dalam 

praktek dan operasionalnya.
43

 Jadi, lembaga keuangan syariah adalah 

lembaga keunagan atau suatu badan usaha yang bergerak dibidang 

keuangan namun prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah.  

Menurut Keputusan Menteri Keungan republic Indonesia No. 792 

Tahun 1990 tentang “ lembaga keuangan”, lembaga keuangan diberi 

batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, 

melakukan penghimpunan dan penyaluran di bidang keuangan, melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.
44

 

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi 

keuangan.  Intermediasi keungan merupakan proses penyerapan dana dana 

dari unit yang memiliki surplus ekonomi untuk menyediakan dana bagi 

unit ekonomi lain. Lembaga keungan, baik bank maupun lembaga 

keungan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas 

perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank 

tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf hidup 

masyarakat.
45

 Bank dan lembaga keungan bukan bank merupakan lembaga 

perantara keuangan sebagai perasarana pendukung yang amat vital untuk 

menunjang kelancaran perekonomian. 
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2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

Baitul maal wat Tamwil (BMT) atau Usaha Mandiri Terpadu, 

adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi 

hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka 

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir 

miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh 

masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang salaam: 

keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraaan. BMT 

sesuai namanya terdir atas dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:  

a. Baitul Tamwil (rumah pengebangan harta), melakukan pengembangan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 

b. Baitu mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peratura 

dan amanahnya.
46

 

Baitul maal wa tamwin (BMT) terdiri dari dua bentuk lembaga 

antara lain: pertama, Baitul Maal yang menghimpun dana dalam bentuk 

zakat, infak, shadaqah (ZIS). Kedua, Baitul Maal yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan-tabungan dan mendistribusikan 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pemmbiyaan.
47

 Pada 

hakikatnya motif ekonomi Islam adalah membagi kebahagiaan didunia dan 
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akhirat maka dalam operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

menggunakan system bagi hasil.
48

 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adala suatu lembaha yang terdiri 

dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil, dimana baitul tamwil 

lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang 

nonprofit.   

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Macam-macam cara  dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Rescheduling 

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah 

atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran. 

2. Reconditioning 

Reconditioning adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, 

seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu 

pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tida menambah sisa 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 

3. Restructuring 

Restructuring yaitu mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa 

penambhan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaa konversi akad 

pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal 
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sementara pada perusahaan nasabah yang dapat dilakukan bersamaan 

dengan rescheduling atau reconditioning.  

E. Kolektabilitas Kredit 

1. Kredit lancar 

Kredit lancar (L) adalah pinjaman kredit dengan kondisi pembayaran tepat 

waktu dan tidak ada tunggakan. 

2. Kredit dalam perhatian khusus 

Kredit dalam perhatian Khusus (DPK) adalah pinjaman yang terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari. 

3. Kredit kurang lancar 

Kredit kurang lancar (KL) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan/ atau bunga yang umur tunggakannya telah 

melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.  

4. Kredi diragukan 

Kredit diragukan (D) adalah pinjaman kredit terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan/ atau bunga yang umur tunggakannya telah 

melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari. 

5. Kredit macet 

Kredit macet (M) adalah pinjaman kredit terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan/ atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 180 hari 

sampai dengan 270 hari.
49
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, 

Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian 

yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di 

lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.
50

 

Penelitian lapangan (field research) dianggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan 

data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam 

suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat 

dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat 

catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis 

dalam berbagai cara.
51

 

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian 

yang diperoleh di BMT Assyafi‟iyah Kotagajah di Jl. Jendral Sudirman 

No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah. 
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2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif.  “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud 

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala 

tertentu.”
52

  Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis, dan menginterpretasi”.
53

  

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya 

mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang 

implementasi prinsip tabbaru‟ di  BMT Assyafi‟iyah dalam 

pengelolaannya. 

B. Sumber data 

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
54

 Terkait penelitian ini, penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu: 

 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.
55

 Sumber data primer penelitian ini adalah kepala divisi baitul 

maal, staf penghimpun/ penyaluran dana, customer service, anggota. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber 

data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain berupa buku-buku teoritis, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel 

yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik yang diteliti. Buku 

utama yang digunakan peneliti guna menunjang penelitian ini seperti buku 

Akhmad mujahidin, Hukum Perbankan syariah, Muhammad Syakir Sula, 

Asuransi Syariah (life and General), Muhammad Asro, Muhammad 

Kholid,  Fiqh Perbankan, Darsono.Ali Sakti. Ascarya.dkk, Perbankan 

Syariah  di Indonesia, Adiwarna A. Karim, Bank Islam, Jaih Mubarok, 

Hasanudin, Fikih Mu‟amalah Maliyah Akad Tabbaru‟, M. Safi‟I Antonio, 

Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, serta buku-buku lain yang 

mendukung penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Menurut Burhan Bungin yang dimaksud wawancara adalah: 

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

                                                                                                                                                                       
55
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(guide) wawancara”.
56

 Secara teori terdapat 3 (tiga) jenis teknik 

wawancara yaitu:
 
 

a. Wawancara terstruktur 

Wawancara tersktruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti 

informasi yang akan diperoleh, dalam melakukan wawancara peneliti 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis, yang alternatif jawabannya telah disiapkan 

b. Wawancara semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

c. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, 

yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
 57

 

Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur, dengan membawa pedoman wawancara 

berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas 

menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah 
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dipaparkan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan bapak Taufik 

Ahmad Fandi dan Ibu Fatimah bagian pengelola baitul maal, Fajrul 

Mughni bagian Customor Service tentang penerapan prinsip tabbaru‟ 

dalam pengelolaannya. 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan 

data atau dokumen tertulis lainnya. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
58

 Teknik ini peneliti 

gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai lokasi penelitian yakni 

di BMT Assyafi‟iyah Kotagajah, melalui dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa 

lembaran sejarah, visi, misi, brosur, struktur organisasi BMT Assyafi‟iyah 

Kotagajah dan lain sebagainya yang berguna untuk melengkapi informasi 

berkaitan dengan penelitian, sebagai pelengkap penggunaan metode 

wawancara, dan dapat digunakan untuk memperkuat penelitian agar dapat 

dipercaya. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses 

mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan 
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dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa 

menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.
59

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian 

yang diangkat dari informasi yang diperolah dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode 

berfikir induktif. Michael Quinn Patton, mengatakan bahwa “Cara berfikir 

induktif yaitu diawali dengan pengamatan yang spesifik dan membangun 

kearah suatu pola umum”.
60

  

Dalam penerapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik 

suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data-data yang 

telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian 

digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum) untuk mengetahui 

bagaimana upaya BMT Assyafi‟iyah Kotagajah tentang implementasi prinsip 

tabbaru‟ dalam lembaga keungan syariah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  

(KSPPS) BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional 

 

Kebangkitan  Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) 

BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional  merupakan  wujud  nyata kesadaran 

dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang  bernafaskan 

Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syari‟ah untuk 

mengembangkan  perekonomian yang dibutuhkan  masyarakat. Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan  (KSPPS) Bmt Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional ini berdiri dipenghujung tahun 1995, dikukuhkan  sebagai  unit  

usaha otonom Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Dengan Badan Hukum No. 

28/BH/KDK. 7.2/ III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional 

yang berkanorkan pusat di Lampung dan beralamatkan di Jl. Jendral 

Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. KOtagajah, Kab. Lapung Tengah. 

KSPPS BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional sebagai lembaga 

keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul 

Maal. Sebagai Baitul Tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil 
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anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta 

pembiayaan ekonomi. 

Baitul Maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaaan tanpa 

orientasi mencari keuntungan sebagai pengemban amanah dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS), Wakaf 

dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun 

akan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan amanah, 

dengan prioritas gerakan:  

a. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui Pembiayaan Qardhul 

Hasan. 

b. Bakti sosial, donor darah dan khitanan 

c. Pemberian santunan bagi dhu‟afa 

d. Bantuan dana pendidikan melalui gerakan orang tua penyantun (OTP)
61

 

2. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi ceria adalah bekerja dan melayani anggota 

dengan suasana hati gembira, ikhlas, semangat dan antusias. Budaya 

organisasi ceria di BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional meliputi: 

Collaboration, membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling 

menjaga, percaya dan memahami. Excellent, bekerja dengan antusias dan 

ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi. Respect, hormay, peduli 

dan ramah terhadap anggota. Integrity, mengendepankan nilai-nilai 
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kejujuran dan pelayanan serta tatakelola organisasi yang baik. 

Accountability, antusias, penuh tanggungjawab dalam bersikap, bekerja dan 

melayani. 

3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  (KSPPS) 

BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional 
 

Adapun visi dan misi BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional sebagai 

berikut:  

a. Visi KSPPS BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 

Yang Sehat, Kuat. Bermanfaat Dan Mandiri Dan Islami 

b. Misi KSPPS BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkunga kerja 

2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan 

prinsip syariah 

3) Menumbuhkembangkan pelayanan prima kepada anggota dengan 

efektif, efesien, professional dan transparan 

4) Menjalin kerjasama usaha dengan sebagai pihak 

4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan  

(KSPPS) BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah (Baitul Maal) 

 

Adapun struktur organisasi BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

Kotagajah sebagai berikut:  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah  

pada Baitul Maal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber. BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah 

Tugas dan fungsi dari masing-masing staf dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Kepala Divisi  

Kepala divisi bertanggung jawab membawahi langsung para staf, 

karyawan, dan pekerja. Memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan 

semua kebijakan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan pusat. 

b. Staf Pembinaan 

Staf  Pembinaan   mempunyai   tugas melakukan pembinaan atas 

manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan 

kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi 

dan tata laksana. 

c. Staf Penghimpunan dan Penyaluran  

Staf penghimpunan dan penyaluran bertugas melakukan 

penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dari para muzakki, dengan 

Staf Pembinaan 

(Nikmal Jalil) 

Staf Penghimpunan/ 

Penyaluran 

 (Taufik Ahmad 

Afandi) 

Staf Pencatatan/ 

Admin 

 (Rina 

Setianingsih) 

Kepala Divisi  

(Lailatul Fatimah) 
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target utama. Pelaksanaan penyaluran dilakukan dengan memperhatikan 

ruang lingkupnya sehingga tepat sasaran (yang paling membutuhkan, 

sesuai skala prioritas dan urgensinya); Pemberdayaan / pendayagunaan 

penyaluran tepat strategi dan bermanfaat secara luas. Dalam rangka 

upaya pencapaian hasil yang maksimal, bidang penyaluran dibantu dan 

dilengkapi dengan unit survey, unit penilaian serta unit monitoring. 

d. Staf Pencatatan/ Admin 

Admin adalah pekerjaan dalam sebuah instansi atau perusahaan 

yang bersifat administratif atau bersifat teknis ketatausahaan tergantung 

dari perusahaan dalam bidang tertentu seperti mencakup data entry, 

filing, membuat pengaturan perjalanan, mengambil pemesanan, dsb. 

Setiap instansi atau perusahaan membutuhkan administrator yang efisien 

yang dapat memastikan bahwa semuanya balik layar dari sebuah 

perusahaan yang sukses berjalan lancar. Tanggung jawab admin sangat 

luas namun intinya memastikan segala kegiatan yang bersifat 

administratif kantor atau perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. 

5. Produk dan Jasa Layanan BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional 

Produk dan jasa layanan BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

sebagai berikut:  

a. Produk simpanan  

Produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional meliputi:  
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1) Ceria Utama 

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang 

dihitung atas saldo rata-rata harian dan tiap bulan. 

2) Ceria Prima 

Simpanan menggunakan akad wadiah yad dhomanah 

dengan pembukaan rekening atas nama perorangan dan 

mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya 

3) Ceria Pintar 

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, 

menggunakan akad wadiah yad dhomanah simpanan yang 

dikhususkan untuk keperluan pendidikan. 

4) Ceria Qurban 

Simpanan untuk persiapan ibadah qurban. 

5) Ceria Ketupat 

Produk simpanan Assyafi‟iyah simpanan umum syariah 

yang setoran ada batas waktu tertentu dengan sistem paket yang 

berlaku ditahun berjalan menggunakan akad wadiah yad 

dhomanah dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik. 

6) Ceria Ihrom 

Simpanan persiapan untuk ibadah haji/ umroh,  

7) Ceria Berkah 

Simpanan berjangka syariah yang ditujukan untuk anggota 

yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan 
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perekonomian umat melalui sitem bagi hasil yang dikelola secara 

syariah. 

b. Produk Pembiayaan  

1) Pembiayaan Bagi hasil  

a) Mudah Ceria 

Kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik 

dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan 

anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian untuk 

mengelola kegiatan produktif. 

b) Sama Ceria 

Akad pembiayaan kerjasama antara BMT dengan 

anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing 

memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati dan 

dikelola oleh anggota. 

2) Pembiayaan Jual Beli 

Pembiayaan jual beli dilakukan melalui Murabahah Ceria. 

Akad jaul beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang 

tertentu dengan harga yang disepakati bersama BMT akan 

menwakalahkan barang yang dibutuhkan untuk menjual kepada 

anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah 

disepakati. 
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3) Pembiayaan Jasa 

a) Hawalah Ceria 

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, 

anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih 

dahulu piutangnya atas transaksi yang halal atas pihak yang 

berhutang. 

b) Ihrom Ceria 

Pembiayaan untuk persiapan pelaksaan ibadah haji dan 

umroh, dengan menggunakan akad ijaroh multi jasa dengan 

jangka waktu tertentu. 

4) Pembiayaan Kebajikan  

Pembiayaan kebajikan dinamakan dengan Al qardh Ceria. 

Pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus 

dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan 

apapun kecuali apabila anggota memberikan infak. 
62

 

B. Implementasi Prinsip Tabarru’ Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di 

BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah 
 

Tabarru‟ merupakan pemberian seseorang sukarela kepada orang lain, 

tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari 

pemberi kepada orang yang diberi.
63

 Pembiayaan merupakan jenis produk yang 

ditawarkan oleh BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman modal konsumtif maupun produktif. Pembiayaan tersebut 
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biasanya diberikan kepada pengusaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha. 

Dalam permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan qardhul hasan, 

pihak yang melakukan harus menjadi anggota dan dengan perpenghasilan 

menengah kebawah. 

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT Assyafi‟iyah 

bagi anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT, 

ketentuan teknis tersebut berisi syarat-syarat yang diterapkan oleh BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah kepada anggota yang hendak 

mengajukan pembiayaan. Sebelum pembiayaan cair maka harus melalui jalur:  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota yaitu:  

1. Tahap administrasi 

a. Fotocopy KTP suami dan istri 

b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

c. Fotocopy buku nikah suami dan istri 

d. Pas foto 

e. Jaminan  

2. Tahap pemeriksaan atau survey 

Tahap ini dilakukukan sebelum pelaksaan atau pencairan 

pembiayaan qardhul hasan, pihak BMT Assyafi‟iyah akan mengontrol 

usaha sipeminjam ataupun jaminan yang diberikan oleh anggota yang 

melakukan pembiayaan.  
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3. Tahap putusan 

Tahap putusan yaitu tahap persetujuan atau tidak untuk pengajuan 

pembiayaan qardhul hasan kepada si peminjam.
64

 

Analisa pembiayaan  BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional untuk 

pembiayaan qardhul hasan  merupakan aktifitas menyalurkan dana yang 

terkumpul kepada anggota pengguna dana qardh. Tujuan dari tahap-tahap 

tersebut sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan 

tentang masalah-masalah seperti:  

1. Kepada siapa bentuk pembiayaan harus diberikan 

2. Untuk maksud apa dana pembiayaan diberikan 

3. Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan mampu 

mengembalikan pokok pembiayaan tersebut. 

4. Berupa jumlah uang yang layak diberikan 

5. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau 

berisiko kecil.  

Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional akan melakukan penilaian yang dilakukan oleh marketing, dalam 

melakukan penilaian diharapkan BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

mengetahui sebenarnya dari anggota yang melakukan pembiayaan  sehingga 

proses penggunaan dan pengembalian dana qardhul hasan dapat 

dipertanggung jawabkan. Pada penilaian ini juga menetukan apakah pencairan 

bisa dilakukan atau tidak dan juga menetukan apakah anggota yang 
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melakukan pembiayaan dimita untuk menyerahkan jaminan atau tidak.
65

 

Rukun daan syarat dalam pembiayaa qardhul hasan  tidak dibebankan 

jaminan.
66

Namun, dalam BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional membebankan 

jaminan kepada aggota yang melakukan pembiayaan qardhul hasan. 

Al-qardh adalah harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan.
67

 Kepercayaan menjadi harga mutlak pertama bagi BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Naional dalam memberikan persetujuan tentang produk 

pembiayaan qardhul hasan. Karena dalam pembiayaan ini tidak mendapat 

tambahan hanya mengembalikan pokoknya saja. Selain anggota BMT 

Assyafi‟iyah dan juga pengelolaan dana qardhul hasan  dipinjamkan untuk 

karyawan. BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah juga membebankan 

jaminan kepada peminjam, biaya administrasi sehubungan dengan pemberian 

pinjaman. Di BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional harus menjadi anggota saat 

pengajukan pembiayaan qardhul hasan, saat mendaftar menjadi anggota harus 

menyetor sebesar Rp20.000,00.
68

 

Penyaluran pembiayaan qardhul hasan pada BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional Kotagajah tidak semua anggota bisa menggunakan akad 

tersebut. Tetapi hanya anggota yang benar-benar membutuhkan dan 
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kekurangan dana dalam menjalankan usahanya atupun kebutuhan mendesak.  

BMT juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Kriteria penerima dana qardhul hasan 

adalah angota yang benar-benar membutuhkan dana yaitu dari golongan 

menengah kebawah. Dalam hal ini BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional sudah 

mengamalkan Al-Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah dipaparkan 

dalam landasan teori.
69

 Pembiayaan qardhul hasan pada BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional memiliki batasan dana yang boleh dipinjamkan kepada 

anggota akan tetap tidak ditentukan berapa pinjamannya. Sejauh ini pinjaman 

yang pernah diberikan nasabah yaitu Rp500.000,00 dan paling banyak 

Rp5.000.000,00 Dalam pembiayaan qardhul hasan paling lama pembiyaan 

tersebut diambil dengan jangka waktu 20 bulan.
70

 Namun, untuk saat ini besar 

pembiayaan yang sering dilakukan oleh anggota hanya sebesar 

Rp2.000.000,00. 

Perhitungan besarnya angsuran adalah besarnya pinjaman: jangka 

waktu. Misalnya pinjaman Rp1.000.000,00 dengan jangka watu 10 bulan. 

Jadi, Rp1.000.000,00 : 10 bulan, sehingga anggota mempunyai besaran yang 

sama untuk mengangsurnya. Peminjam disarankan untuk memberikan infak 

setelah pencairan dana qardhul hasan, besaranya tidak ditentukan sesuai 

keiklasan anggota. BMT sebagai pemilik modal tidak akan mencampuri 

managemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan 
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pengontrolan. Dampak yang dirasakan oleh anggota adalah mereka sangat 

bersyukur dan sangat terbantu karena adanya pembiayaan qardhul hasan, 

karena tidak ada bagi hasil dan tidak ada tambahan apapun jadi tidak 

memberatkan sama sekali. 

Adapun bentuk pengelolaan dana qardhul hasan di BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional Kotagajah itu sudah berjalan cukup baik karena pembiayaan 

qardhul hasan diberikan kepada pengusaha kecil atupun masyarakat yang 

membutuhkan dana, dan adapun jenis-jenis usaha yang dibiayai oleh BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Jenis Pembiayaan Qardhul Hasan 

 

No Sektor Usaha Jenis Usaha 

1. Produktif Pedangan, usaha kecil 

2. Konsumtif (jasa) Pembayaran sekolah, pengobatan, 

pernikahan  

Sumber. BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah 

 

Peran BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional disinilah sebagai lembaga 

Baitul Maal untuk peduli masalah umat. Pembiayaan ini adalah salah satu cara 

untuk membantu masalah modal bagi pengusaha kecil dan masyarakat yang 

membutuhkan dana. Pembiayaan qardhul hasan ini di samping bantuan untuk 

modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana 

bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan 

misalnya, biaya untuk berobat biaya untuk anak sekolah dan biaya lainnya. 

Syaratnya, anggota tertib dalam melunasi pokok dan simpanan wajib bulanan, 
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anggota tidak bermasalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang 

diberikan, anggota membutuhkan dana yang mendesak.  

Pembiayaan qardhul hasan konsumtif, seperti pembayaran sekolah 

anggota yang melakukan pembiyaan maka harus menyertakan bukti-bukti 

pembayaran SPP. Namun, jika untuk pembayaran sekolah masih disekitar 

kantor baitul maal BMT Assyafi‟iyah maka pihak marketing yang akan 

langsung membayarakannya, sehingga pihak anggota tidak menerima uang 

tersebut hanya menerima bukti pembayaran yang telah dibayarkan pihak 

BMT. Lamanya pencairan dana qardhul hasan sekitar 3-7 hari setelah 

pengajuan, dan dilihat dari seberapa pentingnya dana tersebu.
71

 

Pada saat memberikan pinjaman atau menyalurkan pembiayaan 

pastinya ada kendala yang dialami oleh BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

termasuk dalam pemberian pinjaman pembiayaan qardhul hasan. Kendala 

yang pasti terjadi adalah gagal bayar, jadi dalam memberikan pembiayaan 

ternyata BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional banyak menemukan anggota 

pembiayaan yang terlambat dalam mengembalikan pinjamannya.  

Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Assyafi‟iyah 

Kotagajah adalah dengan prinsip 5C yaitu  

1. Character, BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional menilai karakter calon 

anggota yang melakukan pembiayaan dengan wawancara, dan kunjungan 

ke rumah atau usaha anggota, untuk melihat apakah nasabah mempunyai 

karakter baik atau tidak. 
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2.  Capital, BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional dalam menganalisi capital 

selalu mempertimbangkan usahanya dan apakah benar-benar 

membutuhkan modal. 

3.  Capacity, BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional dalam menilai kemampuan 

anggota apakah mampu untuk membayar angsuran. 

4. Condition of economy, BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional dalam menilai 

kondisi ekonomi anggota dengan melihat bagaimana usahanya yang 

mereka lakukan. 

5. Collateral, BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional dalam menilai jaminan 

disesuaikan dengan taksiran.
72

  

Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon 

serta untuk menghindari tidak terbayarnya pinjaman. Permasalah yang timbul 

dalam analisi 5C ini adalah character anggota, Kepala Divisi BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional menjelaskan bahwa yang paling sulit adalah 

menilai character calon anggota yang mengajukan pembiyaan, yaitu saat 

melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah yang mengajukan 

pembiayaan terkadang nasabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai 

dengan kenyataan supaya bisa mendapatkan pembiayaan di BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional. Beliau, juga memaparkan tujuan utama BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional dari pembiayaan ini adalah untuk menolong 

peminjam yang berada dalam keadaan mendesak. Meskipun pembiayaan 

qardhul hasan merupakan pinjaman lunak akan tetapi sasaran pembiayaan 
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qardhul hasan ini calon peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati 

terutama kepda peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai repusasi baik.
73

 

Faktor penyebabnya diantaranya anggota menyepelekan tanggung 

jawabnya, dananya habis untuk dipakai hal lain, sehingga tidak dapat 

mengembalikan dan sebagainya. Karena mereka mengetahui dalam 

pembiayaan qardhul hasan apabila tidak bisa mengembalikan tepat waktu 

maka tidak mendapat sanksi atau denda yang diberikan kepada anggota 

pembiayaan. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat bagi BMT 

dalam menyalurkan dana, karena qardhul hasan tidak menggunakan profit 

atau bagi hasil dan dana yang dikembalian akan dipinjamkan lagi kepada 

anggota lain.   

Anggota yang melakukan wansprestasi untuk saat ini tidak ada sanksi 

ataupun denda yang berlaku, hanya pihak BMT melakukan penagihan terus 

menurus. Kendala yang dialami BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional pada saat 

melaksanakan pembiayaan qardhul hasan adalah gagal bayar atau proses 

penunggakan angsuran. Strategi yang dilakukan BMT Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memperpanjang 

jangka waktu pengembalian serta mengurangi jumlah angsuran setiap 

bulannya. Pihak BMT memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam 

membayar angsuran. Jika anggota belum membayar angsuran atau tidak 

mampu membayar pihak BMT akan melakukan pendekatan personal agar 

anggota membayar walau mencicil hingga lunas. Namun, apabila anggota 
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tersebut sudah tidak bisa membayar dilihat dari  segi kemampuan sudah 

benar-benar tidak mampu, walaupun pada saat awal karakter menjadi 

penilaiaan tersendiri terkadang masih salah juga, dari perjalanan kelihatan 

ternyata karakternya kurang baik itu  usahanya maka pihak BMT akan 

mempertimbangkan menghibahkan uang tersebut.
74

  Pada BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional Kotagajah, pengontrolan dan pengecekan kurang maksimal 

yang dilakukan oleh marketing. Sehingga banyak anggota yang tidak melunasi 

pembiayaan tersebut. Dengan demikian, hal ini tidak berarti BMT harus rugi 

dengan berkurangnya modal finansial. Karena dana yang digunakan untuk 

pembiayaan qardhul hasan ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil 

dari sumber dana lain seperti, hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah.  

Anggota  yang menggunakan jaminan dalam pencairan pembiayanan 

qardhul hasan maka jaminan tersebut akan dijual dan sisa uang penjualan 

tersebut setelah dikurangi pembiayaan maka akan dikembalikan kepada 

anggota. Akan tetapi untuk saat ini untuk pembiayaan qardhul hasan belum 

pernah melakukan penjualan akan jaminan anggota. Dan jaminan tersebut 

memudahkan untuk pihak BMT untuk menagih setoran kepada anggota yang 

melakukan pembiayaan. 

Mekanisme dalam pembiayaan qardhul hasan konsumtif maupun 

produktif itu sama. Karyawan juga diperbolehkan untuk melakukan 

pembiyaan qardhul hasan akan tetapi untuk karyawan harus melalui kantor 

pusat tidak bisa langsung dikantor baitul maal. Akad tabarru‟ ini adalah akad-
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akad yang mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad  bisnis. Jadi, 

akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial.
75

 BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional Kotagajah pada dasarnya untuk tanwil di 

gunakan untuk pembiayaan–pembiayaan yang menguntungkan, untuk 

pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

presentasinya masih sangat kecil. Namun harapan BMT Assyafi‟iyah berperan 

dimasyarakat, minimal peduli dengan apa yang dirasakan oleh kaum dhuafa. 

Selain itu harapan dari pihak BMT Assyafi‟iyah menjadi unggulan, bisa 

membuka pintu berkah yaitu saling tolong menolong.   

Bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak 

berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya 

untuk dikelola oleh pihak anggota. Menurut data yang telah diberikan 

seharusnya dalam kegiatan tolong menolong harus ada kegiatan timbal balik 

antara pihak BMT dan anggota. Dari tahun 2017 hingga juni 2019 

peningakatan terjadi terhadap anggota yang tidak mengembalikan pembiayaan 

qardhul hasan. Disini anggota tidak balik menolong pihak BMT, BMT sendiri 

menginginkan dana pembiayaan tersebut dikembalikan agar banyak anggota 

yang dapat dibantu dalam usahanya.  

Keuntungan bagi pihak lembaga menggunakan produk qardhul hasan, 

memang di baitul maal itu tidak mengambil profit akan tetapi manfaat. Pihak 

BMT mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada profit yaitu kepercayaan 

masyarakat. Sehingga masyarakat berfikiran ternyata BMT Assyafi‟iyah tidak 
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hanya mengambil profit atau keuntungan ternyata mempunyai program sosial 

dan juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pihak BMT itu menjadi 

suatu yang besar bagi pihak BMT dan sesuai dengan visinya yaitu “menjadi 

koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat, 

mandiri dan Islami”. Maka visi tersebut tercapai yaitu “bermanfaat” untuk 

masyarakat disekitar kantor. Jadi semua hal tersebut tidak sia-sia walaupun 

dari segi materil tidak mendapatkan tapi dari sisi lain mendapatkan lebih 

besar.  

Ibu Diah, menganjukan pembiayaan qardhul hasan untuk usahan 

bengkel. Beliau menggunakan jasa pembiayaan qardul hasan karena tidak 

mampu menggunakan pembiayaan lain, karena termasuk dalam golongan 

ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan bagi hasil bagi mareka 

sangat barata untuk mengangsurnya karena usahanya belum sebesar. Ia 

mengajukan pembiayaan sebesar Rp2.000.000,00 dengan jangka waktu 10 

bulan, besar angsuran setiap bula yaitu Rp200.000,00 . Ibu dia mengetahui 

produk qardhul hasan tersebut dari ibunya. Adanya pembiayaan tersebut 

sangat membantu usaha dari ibu Diah.
76

  

Bapak Suparno, mengajukan pembiayaan qardhul hasan untuk 

membantu usahnya dalam bidang tungku. Bapak Suparno mengajukan 

pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 dengan adanya pembiayaan tesebut 

Bapak Suparno merasa terbantu, dan pada saat membayar pembiayaan qardhul 
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hasan beliau tidak bias bias membayar pada saat jatuh tempo, maka ditambah 

waktu untuk pengembaliaanya.
77

  

Dari segi pembiayaan qardhul hasan mempunyai peran yang aktif, tiap 

individu mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh pembiayaan 

qardhul hasan.  Ajaran Islam saja menghendaki ditegaknya kadilan yang 

menjamin ditegakkan kesamaa hak, tetapi lebih dari itu juga terlaksana kajian 

terutama terhadap sesame (orang lemah) baik secra fisik maupun secara 

ekonomi. Di dalam ibadah zakat ada rincian mereka yang berhak mendapat 

santunan, agar mereka tetap dapat hidup layak bebas dan terhormat.  

Hasil pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang didistrbusikan 

kepada masyarakat sebagai dana produktif dan konsumtif, maka pola yang 

dikembangkan pada umumnya adalah dengan menggunakan skema qardhul 

hasan. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana qardhul hasan yang 

berasal dari zakat, infak, dan sedekah adalah orang-orang yang masuk dalam 

delapan asnaf.  

Akad qardhul hasan adalah bentuk yang sifatnya saling tolong 

menolong, antara dua pihak dimana pihak berperan sebagai pemilik modal 

dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua 

yaitu pihak yang kekurangan modal.  
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Dari pendapat peneliti dari hasil research yang telah dilakukan:  

1. Proses pencairan yang tidak lama 

2. Setelah dana qardhul hasan cair, para anggota menggunakannya untuk 

tambahan modal usaha mereka 

3. Pembiayaan qardhul hasan sangat membantu bagi kelangsungan usahanya 

4. Jangka waktu angsuran pengembalian bagi anggota sangat efesien 

5. Dan manfaat dari adanya pembiayaan qardhul hasan saling membantu 

satu sama lain.  

Disamping pelaksanaan dan proses yang mudah namun, BMT 

Assyafi‟iyah Berkah Nasional membebankan jaminan kepada anggota yang 

akan melakukan pembiayaan. Sebenarnya dalam pembiayaan qardhul hasan 

tidak harus menggunakan jaminan karena dana yang diperoleh dari dana 

sosial. Dana tersebut diperuntukan untuk golongan delapan asnaf atau anggota 

yang kurang mampu. Namun, karyawan di BMT Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional juga boleh meminjam dana tersebut.    

Pembiayaan yang diberikan sebagai modal, pembiayaan qardhul hasan 

yang berasal dari BMT Asyyafi‟iyah diharapkan dapat membantu dan dapat 

mendorong pengusaha kecil untuk meningkatkan dan mengembangkan 

produknya sehingga meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing dengan 

pengusaha lain, dan juga dapat membantu anggota yang benar-benar 

membutuhkan dana mendesak.  

Perencanaa pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi‟iyah Berkah 

Nasional perlu diperbaiki, perencanaan yang baik tentu akan mengantisipasi 
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adanya setiap kekeliruan yang terjadi dalam proses manajemen suatu lembaga, 

apalagi ini adalah lembaga keuangan syariah yang bersumber hukum pada 

hukum Islam. Kurang tepatnya manajemen qardhul hasan  baik dalam hal 

pelaksaan maupun dalam hal pengawasan. Dalam setiap kegiatan pasti ada 

risiko yang ditanggung, oleh karena itu BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional 

menangulangi masalah, dengan metode pendekatan anggotanya diantaranya 

pendekatan sosial dan pendekatan binaan. Dalam pembinaan anggota qardhul 

hasan ini anggotanya wajib mentaati setiap perjanjian yang sudah disepakati. 

Proses monitoring atau pengawasan terhadap anggota pembiayaan qardhul 

hasan di BMT Assyafi‟iyah Kotagajah yang kurang efektif sehingga 

mengakibatkan banyak anggota yang tidak melunasi pembiayaan tersebut.  

Sesuai dengan lingkup usahanya baitul maal yang mempunyai fungsi 

dakwah, dalam pemberian dalam pembiayaan selain memberi modal usaha, 

BMT juga bertukar pikiran pada anggota darisegi keagamaan. Caranya antara 

lain dengan mengadakan perkumpulan kepada para anggota pembiayaan dan 

memberikan pengarahan tentang kewirausahaan cara tersebut mendapatkan 

respon yang baik dari masyarakat, ini terbukti dengan terbantunya anggotanya 

yang mendapat pembiayaan qardhul hasan. Dan tentunya dengan adanya 

monitoring dan pengawasan lebih terhadap pembiayaan qardhul hasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sumber dana 

pembiayaan qardhul hasan di BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional berasal 

dari dana zakat, infak dan sedekah. Peran pembiayaan qardhul hasan dalam 

meningkatkan usaha kecil sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. 

Disini BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional dalam pelaksanaan pembiayaaan 

qardhul hasan dana tersebut pinjamkan kepada karyawan, padahal 

pembiayaan tersebut diperuntukan untuk golongan delapan asnaf, namun 

tidak sepenuhnya dipinjamkan kepada karyawan ataupun golongon yang 

mampu hanya sebagian dana saja, untuk saat ini tidak ada denda atau sanksi 

untuk anggota yang melakukan wansprestasi. Jadi, disini BMT Assyafi‟iyah 

Berkah Nasional dalam mengimplementasikan prinsip tabarru‟ masih 

membebankan jaminan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan. 

Sebenarnya dalam pembiayaan qardhul hasan tidak diwajibkan menggunakan 

jaminan karena dana yang diperoleh dari dana sosial.  

B. Saran 

Dari hasil analisi dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberi 

saran sebagai berikut: 
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1. BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional sebaiknya meningkatkan prinsip 

kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam 

menyalurkan pembiayaan qardhul hasan. 

2. Pihak BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional mengutus marketing untuk 

lebih memaksimalkan monitoring dan pengawasan dalam mendatangu ke 

tempat singgah anggota dan juga usaha kecilnya. Memberikan pembinaan 

dan cara berwirausaha yang benar sehingga sebagian kebutuhan anggota 

bisa meningkat.  

3. Diharapkan BMT Assyafi‟iyah Berkah Nasional lebih mempromosikan 

produk pembiayaan qardhul hasan sehingga pembiayaan tesebut dapat 

menjadi unggul dan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan diharapkan 

pula BMT Assyafi‟iyah terus istiqomah dalam menjalankan pembiayaan 

qardhul hasan karena pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan 

syariah dan tidak mengandung riba.  
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